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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang keterbukaan Infomasi Publik, bahwa Pejabat pengelola
Informasi dan Dokumnetasi di setiap Badan Publik wajib melakukan
Pengajuan tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh
PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengajuan Konsekuensi secara
Seksama dan penuh ketelitian sebelum menyartakan informasi publik
tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a,
agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan
informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan
Informatika Kabupaten Luwu Timur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a
dan hubuf b, perlu menetepkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Publik yang Dikecualikan.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elekiron Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektro Informasi dan Transaksi Elektronik (



10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indoesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Rebuplik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana
diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan
atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesai tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang sistem berbasis
Eletronik { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286),

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik ( Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
272),

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016
tentang Sisem Manajemen Penagamanan Informasi ( Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 551);



11. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 757).

MEMPERHATINKAN: Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Daftara Informasi yang Dikecualikan PPID Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercamtum dalam Lembar
pengujian Konsekuensi ;

KEDUA : Lembaran Pengujiam Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum
dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditepakan dan akan dilakukan perbaikan jika
terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan i Malili
Pada Tanggal September 2023
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